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Lampiran 01 : Landasan Idiil Jaman Pemerintahan Hindia Belanda
Sumber : DEPDIKBUD,Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Jakarta : Balai
Pustaka, 1976, hlm. 24.
100
Lampiran 02 : Sistim Persekolahan Jaman Hindia Belanda
Sumber : DEPDIKBUD,Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Jakarta : Balai
Pustaka, 1976, hlm 38.
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Lampiran 03 : Isi Perjanjian Giyanti
Perjanjian Giyanti
Berdasarkan perundingan antara pangeran Mangkubumi dan N. hartingh pada
tanggal 22 dan 23 September 1754 dan surat persetujuan dari Sri Sunan Paku
Buwono III tanggal 4 November 1754 itu, maka dapatlah ditandatangani perjanjian
Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan hamengku Buwono Senopati
Ingalaga ngabdurrachman Sajidin Panotogomo Kalifatullah di atas separo dari
Kerajaan Mataram, yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada
warisnya, dalam hal ini pangeran Adipati Anom Bendoro Raden mas Soendoro.
Pasal 2
Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di
bawah kekuasaan Kumpeni dengan rakyat Kasultanan
Pasal 3
Sebelum pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder) dan para Bupati mulai melakukan
tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada Kumpeni di
tangan Gubernur
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Pasal 4
Sri Sultan tidak akan mengangkat/memberhentikan Pepatih Dalem dan
Bupati, sebelum mendapatkan persetujuan dari Kumpeni.
Pasal 5
Sri Sultan akan mengampuni para Bupati yang selama dalam peperangan
memihak Kumpeni.
Pasal 6
Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas pulau Madura dan daerah-daerah
pesisiran, yang telah diserahkanoleh Sri Sunan Paku Bwono II kepada Kumpeni
dalam Contract-nya pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya Kumpeni akan memberi
ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 real tiap tahunnya.
Pasal 7
Sri Sultan berjanji akan memberi bantuan pada Sri Sunan Paku Buwono III
sewaktu-waktu bila diperlukan.
Pasal 8
Sri Sultan berjanji akan menjual kepada Kumpeni bahan-bahan makanan yang
diperlukannya dengan harga tertentu.
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Pasal 9
Sri Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah
diadakan antara raja-raja Mataram yang terdahulu dengan Kumpeni, teristimewa
perjanjian-perjanjian dalam tahun 1705, 1733, 1743, 1746 dan 1749.
Perjanjian ini dari pihak Kumpeni ditandatangani oleh N. Hartingh, W. van
Ossenberch, J.J. Steenmulder, C. Donkel dan W. Fockens.
Sumber : Soedarisman. Poerwokoesoemo, Kadipaten Pakualaman, (Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 05
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Lampiran 04 : Silsilah Keluarga Pakualaman
Sumber : Buku Peringatan Ulang Tahun Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario
Paku Alam VII ( 84 th)
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Lampiran 05 : Isi Kontrak Politik antara Paku Alam I dan Gubernemen Inggris 17
Maret 1813
KONTRAK POLITIK
Adapun bunyi Politik Kontrak antara Sri Pakua Alam I dengan gubernemen
Inggris pada tanggal 17 Maret 1813 adalah sebagai berikut :
“Perjanjian yang dibuat antara John Crawfurd Residen Yogyakarta, untuk itu
diberikan kuasa penuh oleh Thomas Stamford Rafles, Letnan Gubernur jemdral dari
pulau Jawa dan sekitarnya di satu pihak dan Pangeran paku Alam di pihak lain:
Pasal 1
Karena gubernemen Inggris sepenuhnya yakin tentang kesetian dan jasa-jasa
Pangeran Paku Alam, maka gubernemen Inggris akan memberi perlindungan secara
langsung kepada Sri Paku Alam dan keluarganya.
Pasal 2
Gubernemen Inggris berjanji, selama Pangeran Paku Alam bersikap sesuai
keinginan Inggris, gubernemen akan memberikan tunjangan bulanan kepada Sri Paku
Alam sebesar 750 real seumur hidup, dan gubernemen Inggris akan menguasahakan
agar Sri Sultan Hamengku Buwono III memberi tanah kepada Sri Paku Alam sebesar
4.000 cacah, dan tunjangan bulanan dan tanah tersebut setelah Sri Paku Alam
meninggal akan dialihkan pada puteranya yang tertua Pangeran Suryangingrat.
Pasal 3
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Pemberian tanah kepada Sri Paku Alam itu akan tetap dijamin oleh
gubernemen Inggris, dan tanah itu akan diatur serta diperintah sesuai dengan
kehendak gubermen Inggris.
Pasal 4
Di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Sri Paku Alam, tidak akan
di pungut pajak-pajak baru, dan penghasilan tanahnya tidak boleh ditambah atau
dirubah, kecuali jika sudah mendapatkan izin terlebih dahulu dari gubermen Inggris.
Pasal 5
Sri Paku Alam berjanji untuk memelihara korps dragonders sebanyak 100
orang untuk kepentingan gubermen Inggris, berdasarkan syarat-syarat seperti diatur
dalam pasal-pasal dibawah ini.
Pasal 6
Korps tersebut dipersenjatai dan diberi seragam oleh gubermen Inggris,
sedangkan Sri Paku Alam mengurus kuda dan perlengkapannya.
Pasal 7
Sri Paku Alam berjanji, kecuali akan memberi masukan kepada korps juga
memberi gaji bulanan sebagai berikut :
Sersan 3 real
Kopral 2½ real
Serdadu 2 real
Pasal 8
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Korps secara teratur akan dilatih dengan pelatih dari Inggris yang diangkat
sudah ditugaskan untuk melatih dan tidak akan ada serdadu yang dapat dipecat oleh
Sri Paku alam tanpa ijin gubermen Inggris.
Pasal 9
Pada akhirnya ditentukan bahwa kecuali korps di atas Sri Paku Alam atau
keluarganya dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan untuk memelihara atau
mengerahkan sebuah pasukan militer.
Ditandatangani, dibubuhi segel dan dibuat di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret
1813.
Tertanda
(J. Crawfurd)
Sumber : Soedarisman. Poerwokoesoemo, Kadipaten Pakualaman, (Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 149.
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Lampiran 06 : Peta Daerah Adikarto
Sumber : Koleksi Arsip Puro Pakualaman
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Lampiran 07 : Denah Puro Pakualaman
Denah Puro Pakualaman
Sumber : : Buku Peringatan Ulang Tahun Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran
Adipati Ario Paku Alam VII ( 84 th), hlm. 02
110
Lampiran 08 : Tarif  Sekolah Pakualaman
Tarif  Sekolah  Pakualaman
Sumber : Seranai Arsip Pakualaman Nomer 2153
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Lmpiran 09 : Gaji Guru di Sekolah Pakualaman
Gaji Guru di Sekolah Pakualaman
Sumber : Seranai Arsip Puro Pakualaman Nomer 2153
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Lampiran 10 : Ordonasi Pengawasan Sekolah Partikelir
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Lampiran 11 : Pembagian Penduduk Masa Kekuasaan Pemerintah Belanda
Pembagian Penduduk Masa Kekuasaan Pemerintah Belanda
Pembagian penduduk menurut hukum tahun 1848
1. Golongan Eropa
2. Golongan yang dipersamakan dengan Eropa (bangsawan)
3. Golongan Bumi putera
4. Golongan yang dipersamakan dengan Bumi putera
Pembagian penduduk menurut hukum tahun 1920
1. Golongan Eropa
2. Golongan Bumi putera
3. Golongan Timur Asing
Pembagian penduduk menurut keturunan atau status sosial
1. Golongan Bangsawan (Aristokrat) dan pemimpin adat
2. Pemimpin agama (ulama)
3. Rakyat biasa (jelata)
Sumber : Ary Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan, (Yogyakarta : Rineka
Cipta, 1986), hlm. 09.
